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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Beranjak dari ulasan yang dijelaskan di atas dapat ditarik 

kesimpulan antara lain : 

1.  Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 

Tahun 2020 di Pasar Panorama Kota Bengkulu masih 

belum berjalan secara maksimal dan merata. Pemerintah 

daerah melalui dinas terkait pada dasarnya telah 

melakukan berbagai upaya dalam menerapkan peraturan 

tersebut, seperti melakukan sosialisasi kepada pedagang, 

menetapkan aturan berjualan di dalam pasar, serta 

mengatur retribusi dan tata kelola pasar. Namun, dalam 

pelaksanaannya di lapangan masih ditemukan berbagai 

kendala, di antaranya masih banyak pedagang yang 

berjualan di luar pasar dan di atas trotoar, sehingga 

menyebabkan kondisi pasar menjadi kurang tertib dan 

mengurangi jumlah pembeli yang masuk ke dalam pasar. 

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor 

ekonomi menjadi alasan utama pedagang enggan 
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berjualan di dalam pasar, terutama terkait tingginya biaya 

sewa ruko serta adanya pihak ketiga yang mengelola sewa 

ruko dengan harga yang dinilai memberatkan pedagang 

kecil. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara 

pedagang yang telah menaati aturan dan pedagang yang 

masih berjualan di luar pasar. 

2. Berdasarkan tinjauan Fiqih Tanfidziyah, pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 

masih memerlukan pembenahan dan evaluasi yang lebih 

serius. Dalam Fiqih Tanfidziyah, pemerintah sebagai ulil 

amri memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan 

secara adil, tegas, dan bertanggung jawab, serta 

memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan 

kezaliman atau memberatkan salah satu pihak. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat 

ketidakadilan dalam penerapan aturan, khususnya terkait 

perbedaan perlakuan antara pedagang di dalam pasar dan 

pedagang di luar pasar. Selain itu, persoalan sewa ruko 

yang tinggi dan tidak terkontrol berpotensi menimbulkan 

praktik yang mendekati al-maksu (pungutan yang 
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memberatkan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan), 

apabila tidak dikelola secara transparan dan berpihak pada 

kemaslahatan pedagang kecil. Oleh karena itu, 

pelaksanaan Perda ini belum sepenuhnya mencerminkan 

nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan 

sebagaimana diajarkan dalam Fiqih Tanfidziyah. 

B. Saran  

1. Terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di 

Pasar Panorama Kota Bengkulu Pemerintah Daerah Kota 

Bengkulu diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 dengan 

melakukan penataan pasar secara menyeluruh dan 

berkelanjutan. Penegakan aturan terhadap pedagang yang 

masih berjualan di luar pasar dan di atas trotoar perlu 

dilakukan secara konsisten dan adil, namun tetap 

mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis agar tidak 

menimbulkan konflik sosial. Selain itu, pemerintah daerah 

juga diharapkan dapat melakukan evaluasi secara serius 
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terhadap sistem pengelolaan sewa ruko di Pasar Panorama, 

terutama yang melibatkan pihak ketiga. Penetapan biaya sewa 

yang terlalu tinggi dapat menjadi penghambat bagi pedagang 

kecil untuk berjualan di dalam pasar. Oleh karena itu, 

diperlukan kebijakan yang lebih berpihak kepada pedagang 

kecil, seperti penyesuaian tarif sewa, subsidi, atau skema 

pembayaran yang lebih ringan. Dengan adanya penataan yang 

baik dan adil, diharapkan seluruh pedagang dapat berjualan di 

dalam pasar sehingga pasar menjadi lebih tertib, ramai, dan 

mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang. 

2. Terkait Tinjauan Fiqih Tanfidziyah terhadap Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 

Pemerintah daerah sebagai ulil amri diharapkan dapat 

melaksanakan pengelolaan pasar sesuai dengan prinsip-

prinsip Fiqih Tanfidziyah, yaitu keadilan, kemaslahatan, 

amanah, dan tanggung jawab terhadap kepentingan 

masyarakat. Setiap kebijakan yang diterapkan, termasuk 

penarikan retribusi dan pengelolaan sewa ruko, hendaknya 

dilakukan secara transparan, memiliki dasar hukum yang 

jelas, serta tidak memberatkan pedagang, khususnya pedagang 
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kecil. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa seluruh 

pungutan yang dikenakan kepada pedagang benar-benar 

digunakan untuk kepentingan umum, seperti kebersihan, 

keamanan, dan fasilitas pasar, sehingga tidak mengarah pada 

praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam 

Islam atau mendekati konsep al-maksu. Dengan pelaksanaan 

kebijakan yang adil dan bertanggung jawab, diharapkan 

pengelolaan Pasar Panorama Kota Bengkulu tidak hanya 

sesuai dengan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-

nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam 

Fiqih Tanfidziyah. 
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